'BUPATI KAPUAS HULU =
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
'NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

_ PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
| PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

o 'Menirribang R a bahwa. - untuk meriiﬁgkatl{all lﬁneda Pegawai

" Aparatur - Sipil Negara yang  berintegritas,
| méléyani | df:ngan - profesional secara

berkesinambungan melalui penilaian kinerja

- secara | -objektif, transparan dan akuntabel

dilaksanakan dengan memperhatlkan target,

capalan hasil dan manfaat yang dicapai serta. .

~ perilaku - melalul . penggunaan teknologl
' informasi; | R '
- b. bahwa penilaian kinerja sebagaixhana dimaksud
o pada huruf a, - digunakan sébagai dasar
kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui
| pembérian tambahan pgnghasiian kepada -
. Pegawai -:Ap'aratur Sipil . Négara ai __lingkun'gan'

~ Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;



_:' Mengingaf-

bahwa untuk memngkatkan kesejahteraan-

R Pegawal Aparatur Slpl] Negara di ngkungan

Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu

F dlbenkan Tambahan Penghasﬂan Pegawal )

bahwa berdasarkan perumbangan sebagalmana
" dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
] “perlu __menetapkan Peraturan Bupati' tentang

L Pemberian Tambahan Penghasilan - PegaWai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemenntah |

Kabupaten Kapuas Hulu

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3

‘Tahun 1953 tentang Pembentukan: Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

| Republik  Indonesia - Tahun 1953 Nomor 9j-

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

 Republik Indonesia Tahunr 1959 Nomor 72
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
| Nomor 1820), | '

X - Undang~Undang Nomor 17 ’I‘ahun 2003 tentang
" Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah - Penggé:nti ~ Undang-

' Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebij_'akan'
‘Keuaﬁgan Daerah dan Stabilitas Sis’tem -
~ Keuangan untuk Penanganan Pandemi Céroria
- Virus Disease 2019 {covid-19) dan/atau dalam"
Rangka _:_ . Menghadapi = Ancaman yang

Membahéyakan Perekonomian Nasional

dan/ atau Stablhtas Sistem Keuangan (Lembaran

~ “Negara Repubhk Ind_onem_a Tahun 2020 Nomor



o 87 Tambahan Lembaran Negara Repubhk R

o Indonema Nomor 6485], ‘.

3. Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang"

o Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Repubhk

Indone31a Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan -

o Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor

o 4431L

._' Undang—Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang_

Aparatur Slpll Negara (Lembaran _ Negara' |

Repubhk Indonesw. Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

E Nornor 5494),

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |

: Pemermtahan: Daera.h (Lembaran Negara_

' Republlk Indonesxa Tahun 2014 Nomor 244, o

: Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah  diubah
: beberapa kali, dan terakhir dengan . Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Clpta

Ryt Ketja: (Lembar an’ Negara Repubhk Indonema __
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran- N

ff- Negara Republlk Indonesm Nomor 6573),

5. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang_'- -

, 'Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republlk e
- Indones1a Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan |

Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor

5607),=_.._ sebag_a_lma__na : _telah_ diubah - dengan _:' T

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang f
e Clpta Ker;;a (Iambaran _. Negara Repubhk _
Indones1a Tahun 2020 Nomor 245 Tambaha_n B
E Lembaran Negara Repubhk Indones.1a Nomor:'

o 6573), |

Peraturan Pemenntah Nomor 80 Tahun 2010

" tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak -



':":"_'Penghasﬂan Pasal 21 Atas Penghasﬂan yang

;menjad1 Beban 'Anggaran Pendapatan dan

| Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan

-.-- Belanja : Daerah (Lembaran Negara Republik
i IndoneSIa Tahun: 2010 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor |
5174L o

Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawa1 Negeri - S1p11'

'(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun o

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037], sebaga_tmana

~telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

jténj:ang Manajrémen Peg&wvaif Negeri  Sipil

o .(Lé.l'l_.rlb'aran Negaré Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indones1a Nomor 6477),

'Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 '

tentang ' Pengelolaan Keuangan - Daerah

»(Lembaran Negara - Republlk Indonesia Tahun.

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

10.
tentang Pen11a1an Kinerja Pegawal Negerl Slpﬂ '

Repubhk Indonesm Nomor 6322),

Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2019 _ |

‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

: 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara i

o 'Repubhk Indonesia Nomor 6340)

.Peraturaxl Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
' -"‘tentang Dlslplm Pegawai Negeri Slpﬂ (Lembaran e

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

".202 Tambahan Lembaran Negara Repubhk

| Indone31a Nomor 6718), R
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Peraturan Presuden Nomor 4 Tahun 2017

f~j Etentang Wajib Kerja Dokter Spesw.hs, S

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 1438 /-

i Menkes/ Per/ IX/2010 ' tentang _ S___ta_ndar

__Pelayanan Kedokteran, L

_Negéri Sipil, Penyediaah Sarana dan Pi‘asairana_ -

_.jf._MmzmaJ Pembinaan Tekms Operaslonal dan -

- 16.
17

Terhadap Tambahan ' Penghasﬂan Pegawa:l' |

.:Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 80 e
_:_':"Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk__.'- | |
i ;'_"'_Hukurn Daerah sebagalmana telah d1ubah: L
:__'_:dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor -
Lo 1120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas"
;'-3";5'_3'Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80"
'='_'.'Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk T
e -_Hukum Daerah | N "

Peraturan Menteri Dalam Negefl Nomor 17 -

':' Penghargaan Satuan POllSl Pamong Praja, o

Peraturan Menten Da_'iam Negen Nomor 7'7_ e
o __'.-;:'_Tahun 2020 : tentang Pedoman Tekms__ o
o Pengelolaan Keuangan Daerah '
Keputusan Menterl Dalam Negen Repubhk
. Indonesm Nomor 900 4700 Tahun 2020 tentang ) A

f_._-"Tata Cara Persetu_]uan Menterl Dalam Negeri - _

.Aparatur Slp11 Negara d1 Llngkungan Pemel‘lntah SR

: Daerah

: :;2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari T
Krlda Olah Raga di ngkungan Pemenntah_”_“ e

o _'Kabupaten Kapuas Hulu, R

Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun' '



2021 tentang Kelas Jabatan d1 Llngkunganf_ '

' Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu, o

 MEMUTUSKAN:

© Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN..
. . TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA! APARATUR

_'::'.':SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH o

o k KABUPATEN KAPUAS HULU.

KETENTUAN UMUM ST e

Pasal' 1' '

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu_. o
L Pemermtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara o
| _pernenntahan daerah _yang. mermmpm pelaksanaan urusan_

) __pemenntahan yang menjadl kewenangan Pemenntah Kabupaten -
-Kapuas Hulu B -

. =Bu.patl adalah Bupat1 Kapuas Hulu

| ;.':' :_Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagal _-'j'f
o unsur pembantu Bupau dan Dewa_n Perwakllan Rakyat Daerah
S 'Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemermtahan yang7

i ;menjadl kewenangan daerah

6. -;_.__Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan_]utnya':_:._”

dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

e : Daerah yang d1bahas dan disetujui bersama oleh Pemenntah

4 Pe_]abat Pembma Kepegawauan Daerah Kabupaten adalah Bupau R

- _Daerah dan Dewan Perwakﬂan Rakyat Daera.h dan dltetapkan_ 3

: |
1
\
i




. Laporan Harta Kekayaan . Penyelengaraan Negara yang C
selanjutnya dlsebut LHKPN adalah daftar seluruh harta B
kekayaan Wa_]lb Lapor LHKPN yang dltuangkan dalam Formuhr R
| LI-IKPN yang dltetapkan oleh Kormsx Pemberantasan Korup51 '

Aparatur Slpll Negara yang selanjutnya d1smgkat ASN adalah _ :_

Warga Negara Indonesna yang berkedudukan sebaga1 CPNS PNS

o ;' dan PPPK

. Calon Pegawal Negerl Slpﬂ yang selanjutnya dlsmgkat CPNS"
' -"adalah Calon Pegawa1 Negen Slpll yang bertugas pada Perangkat o

SRR Daerah atau yang dltugaskan Bupatl di luar Perangkat Daerah

. Pegawa1 Negerl Slp11 yang selan_]utnya dlsmgkat PNS adalah o

 : % warga negara Indonesua yang memenuhl syarat tertentu

T 'dlangkat sebagal Pegawa_l secara tetap oleh Pejabat Pemblna ..

' "-Kepegawalan untuk mendudukl Jabatan pemenntahan ;: L

s dlsmgkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

Pegawa1 Pemenntah dengan Pexjan_uan Kelja yang selanjutnya

'syarat tertentu, dlangkat sebagal pegawai dengan perjanjian

masa kerja dalam jangka waktu tertentu oleh Pejabat Pemblna

o - Kepegawalan untuk mendudukl Jabatan pemermtahan .

:Kepala Perangkat Daerah adalah PeJabat Struktural yang

- __f_ memlmpm Perangkat Daerah

s

-POllSl Pamong Praja yang selan_lutnya dlsebut Pol PP adalah'

-anggota Satpol PP sebaga1 aparatur pemermtah daerah yang'

il _ 'dgabat oleh Pegawa1 Negeri. S1p11 dan d1ber1 tugas, tanggung.--'_-_'

e ix ___]awab dan wewenang sesual dengan peraturan perundang—- '

undangan dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

. 'iKepala Daerah penyelenggaraan ketertlban umum dan

e ketenteraman serta perhndungan masyarakat

Satuan Pohs1 Pamong Praja yang selanjutnya dlsebut Satpol PP .

s adalah Satuan Pth1 Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Anggota Satuan Pohsl Pamong Praja adalah Anggota Satuan""

e ..POIISI Pamong Pra_]a yang betugas d1 Ibu Kota| Kabupaten

' Kecamatan, Kantor Kelurahan di lmgk““gan ‘Pemerintzh



. Kabupaten Kapuas Hulu yang diangkat dengan Surat Keputusan B

5 Bupat1

16,
Pegawa1 Tldak Tetap, Internship dan Tenaga Kontrak Daerah'_:'

Dokter adalah PegawaJ Negen Slpﬂ Calon Pegawal Negen Slpll _ R

o 5__yang mermhkl kewenangan dan  izin sebagannana meshnya-’

untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memenksa. o

- dan mengobatl penyaklt vang ‘dilakukan menurut hukum dalam R

| p__elayanan kesehatan tetap_1 belum' mendalami ke;ahllan pac_l_a

_? ::.f'{ ' jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dari'bekexja di."Rum'ah L

Saklt Umum Daerah "Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan_ T

NI Puskesmas

T

-;_Dokter G1g1 adalah Pegawai Negen Slpll Calon Pegawa1 Negerl :

 Sipil, Pegawa1 Tldak Tetap, Internship dan Tenaga Kontrak

“Daerah yang mem111k1 kewenangan dan izin sebagalmana' :

mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya o

memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut -

| “hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalaml |

" keahlian ‘pada jenis penyakit tertentu (bukan spesmhs) dan .
. bekerja d1 Rumah Saklt Umum Daerah Rumah Sakit -

18!
10,

o200 |
- Dokter Spesialis 'yang _sedang ditugaskan di Rumah Saldt--Umum .

-Pratama/ Bergerak dan Puskesrnas

Dokter Spe31ahs adalah dokter yang telah menyelesa1kan s

pendldlkan profesi dokter pasca sarjana [spe51allsas1] dalam

suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan bertugas di Rumah

Saklt Umum Daerah

Dokter Spesialis Program Wajib Ker_]a Dokter Spesmhs ‘adalah

- dokter spesialis yang baru lulus pendldxkan kedokteran program
" dokter | spesialis yang ditugaskan di rumah ‘sakit milik
~Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dokter Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan

£ 7 '.Da;erah.r-

21,

- wilayah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Intems'htjp adalah suatu program magang bagi dokte;i‘ yang baru

‘menyelesaikan masa pendidikan profesi yang ditug’éskanrdalam'r '
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Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 yang selanjutnya dzsmgkat TPP o

adalah tambahan penghasﬂan Pegawal Negen Sipil di luar gaji L

- _' dan tunjangan yang dlbenkan oleh Pemenntah Daerah kepada .

L Aparatur Slpﬂ Negara berdasarkan pertlmbangan Ob_]ektlf .

A '::f_-lamnya serta kemampuan keuanga_n daerah dalam rangka L

_:_-penlngkatan kesejahteraan sesua1 ' ketentuan . peraturan Sl

o perundang—undangan yang berlaku

L L 2_3';?'.'
f aktlwtas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas AT

--_-:Laporan Kmer_]a Pegawa_t adalah laporan kmerja yang memuat |

- -tambahan pegawal yang d1buat setlap akhlr bulan dan

:f; _. dlgunakan sebaga1 salah satu dasar pembayaran Tambahan-

e .::.."Penghasllan Pegawal . . .
:-_':"_Sasaran Ktea Pegawa1 yang selanjutnya dlsmgkat SKP adalah“ s

S instrumen pemlalan kmelja pegawai yang dlgunakan sebagal

i 1nd1kator untuk merldapatkan tambahan penghasﬂan pegawal

DlSlplln KerJa adalah ketaatan penlaku kexja PNS terhadap

L :' :ketentuan Jam kerja yang d1tun_1ukkan berdasarkan rekapltulasi S

pencatatan kehadlran pada saat masuk kerja dan tldak masuk -

2 _26:.?3

-Tlngkat Kehadlran adalah jumlah kehadlran PNS dalam 1 (satu) -

B : ._bulan yang dlsahkan oleh pejabat yang berwenang

Y hadlr Setlap pegawal yang menggunakan mesm pencatat ba1k RETIT .

. __berupa 31d1k Jan, wa_]ah atau kartu secara onlme ) |
g,
- : pengls1an daftar hadn' atau absens1 oleh pegawa1 secara manua] L

_“___'_berupa buku daftar had1r

; Daftar Hadlr Elektromk adalah dokumen yang mencatat jam -

: Daftar Had1r Manual adalah keglatan atau rutlmtas pelaksanaan o

,_:-Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,:.'- -

kewajlban, tanggung Jawab Wewenang dan hak seorang Pegawa1 SR

 Negeri S1p11 UL R e

seseorang Pegawm Negerl Slpﬂ dalam suatu satuan organlsaSI :_ o o

'_;Jabatan Fungsmnal Umum/ Pelaksana a.dalah kedudukan yang"_. S
s menun_]ukkan tugas, tanggung Jawab wewenang dan hak _Z_:

S .:',yang dalam pelaksanaan tugasnya dldasarkan ‘pada



.

31.

33,
34

35,
36.
37.

38.

keterampllan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak
dlsyaratkan dengan angka kredit.

| Jabatan Fung31onal Tertentu ya.ng selan;utnya dlslngkat JFT' .
adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, -

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Slpll dalam suatu

satuan orgamsa31 yang dalam pelaksanaan tugasnya dldasarkan .

pada keah_han dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat

‘mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka

kredit.

Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Struktural r'r'laupun'

Jabatan Fungsional dalam satuan organisasi yang dlgunakan :

sebagal dasar pemhenan besaran tunjangan.

Cuti adalah keadaan Udak masuk ker_]a yang duzmkan dalam |

Jangka waktu tertentu.

__Tanpa Keterangan adalah kOI'ldlSl Pegawal yang tldak masuk .

bekerja tanpa membenkan alasan yang sah

Alasan . yang sah - adalah alasan yang dapat :

: dipertanggungjawabkan dan disampalkan secara tertulis dalam

bentuk surat permohonan serta dlsetu_lul oleh atasan langsung.

Pelaksana Hanan yang selan_]utnya dlsmgkat Plh. adalah pejabat

_yang melaksanakan tugas rutin dari pe_]abat deﬁnmf yang.

berhalangan sementara.

Pelaksana Tugas yang Selanjutnya disingkat Plt. "adalah pejabat .-
yang melaksanakan tugas rutin dari pe;abat deﬁmtlf yang
berhalangan tetap. -

Aphkas1 Sistem Informasi 'Manajemeh Kinerja dan Kedisiplinan
yang selanjutnya disingkat SIMJALIN adalah aplikasi berbasis
we_b yang digunakan oleh Peméri_ntah deupateri Kapuas Hulu
untﬁk menganalisis perhitungan capaian kinerja dan

rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai dasar pemberian

- tambahan penghasilan pegawai dengan mengacu pada Peraturan -

‘Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil da_.n' Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hu_lu:.:
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_ BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasai2 ER

(1] Pemermtah Daerah membenkan Tambahan Penghasﬂan Pegawal;_::_

_.;'dlmaksudkan untuk menambah penghasﬂan ml/kemampuan |

SR ‘ekonomi ASN sebaga1 aklbat ter_]admya inflasi dan kenaukan harga" Sl

.i'_lamnya dengan memperhatlkan kemampuan keuangan daerah:;f._ _

“ 'Kabupaten Kapuas I-Iulu

_rnenmgkatka_n kesegahteraan PegawaJ Aparatur Slpll Negara d1._':__ '.

ngkungan Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu

| - BABII e
SUMBER ANGGARAN DAN PRINSIP PEMBERIAN SR I
i TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL =

“Pembenan Tambahan Penghasﬂan Pegawal Aparatur Slpll Negara" L

;3'_5_ _.Kabupaten Kapuas Hulu T A :'} '_ BT i- :

Pasa.l 4

R Pr1ns1p pnn31p pembenan Tambahan Penghasﬂan Pegawal adalah

‘a. Tambahan Penghasﬂa.n Pegawa_l merupakan ‘fungm da.ri

, keberhasxla.n pelaksanaan penyelenggaraan pemermtahan

o ':kexja, -

1

- f-kebutuhan dasar serta kenaikan ha.rga komponen blaya hidup L

.:Pembenan Tambahan Penghasﬂan Pegawal bertu_;uan untuk]-'.f-* -

dlbebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: T

’ b .Ta.mbahan Penghasﬂan Pegawai bukan merupakan hak akan'-_:_

tetap1 merupakan bentuk penghargaan atas beban dan presta31 _:'



L

c. Tambahan Penghasﬂan Pegawal bersumber darl eﬁs1ens.1/”

opt1rna113as1 pagu anggaran belanja pemenntah daerah dan/ atau_

penlngkatan pendapatan daerah

d. ’I‘ambahan Penghasﬂan Pegawa1 dlberlkan ‘secara bertahap

'berdasarkan kelas _]abatan, 1ndeks kapa51tas ﬁskal daerah, indeks

kemahalan konstruksu dan kemajuan keberhasﬂan/ capalan

indeks penyelenggaraan Pemermtah Daerah

- BABIV -
| KRITERIA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL

I -Pasal 5

o 5__:(“1_)' 1 Besaran bas1c TPP dlgunakan sebaga1 dasar perhltungan pagu

' "TPP dengan knterla '

- kelangkaan profe31 dan

- _;=a'._ beban kelj]a,

) b. prestasi. kerja; .
o c _tempat bertugas; s
| _d..' | kOIldlSl kerja;

e

pertlmbangan objektif lainnya sesuai kemampuén’ keuangan -
daerah dan karakteristik daerah. |

| _.-_;j_"(2) 'Pembenan TPP didasarkan pada beban ker]a sebagmmana

dlmaksud pada ayat (1) huruf a sebagai benkut |
a. dlbenkan kepada Pegawau yang dalam melaksanakan tugas
: .me_lampau;beban ker:;a normal minimal 112,5 Jam/bulan
~ (seratus dua bélas koma lima jam perbulan) ataulbatas waktu
| norrnal mmamal 170 Jam/bulan (seratus tuJuh puluh jam

o | perbulan} dan

| b. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai

kemampuan keuangan daerah dari besaran bas1c TPP,

(3) Pemberlan TPP dldasarkan prestasrkexj;a sebaga1 ber}kut.

12



: a dlbenkan kepada Pegawa1 yang memlhkl presta31 ker_1a yang :_' _ -

N t1ngg1 sesuaJ b1da_ng keahhannya atau tupoksmya atau 1novas1 _3
. yang d1aku1 d1t1ngkat nas1ona1 Y '

bl besaran persentase TPP berdasarkan | prestasr kelja

";';: sebagazmana d1maksud pada huruf a diberikan 20% dari

B :-'besaran ’I‘PP yang dlterlma ‘dan dlberlkan selama "12° (dua

--':belaS) bulan dan :'_i_

S vahda31 atas prestas1 kelja dllakukan oleh atasan langsung "
o pegawa_l yang bersangkutan ' ' '

(4) Pemberlan TPP dldasarkan kOHdlSl kerja sebagau berikut: -

a. d1ber1kan kepada Pegawa1 yang melaksanakan tugas dan:._ I

L tanggung]awab mermhkl resﬂ(o kesehatan keamanan _|1wa dan_ _.

r la.lnnya

. |
'. I'

- b __:jrmc:lan kntena TPP berdasarkan kond131 ker_]a adalah seluruh

i - Pegawa1 yang melaksanakan tugas sebagau benkut
o 1 peker_]aan yang berkaltan langsung dengan penyaklt .
2 Epekerj]aan yang berkaltan langsung dengan bahan klmla: S

o berbahaya rad1a31 dan ba.han radloaktlf '
3. Ipekerjaan yang bensﬂm dengan keselamatan ker_}a, '_ o
""_?_:'_4.':ipeke1j|aan bensako pada aparat pemenksa dan penegak_.
5. _pekeljaan yang satu tmgkat d1bawahnya d1butuhkan
0 -'ianalls atau, Jabatan yang setlngkat namun tldak ada‘
o fpe}abat pelaksananya, _dan/atau o

= 6. peker;]aan yang atau tmgkat d;bawahnya sudah dldukung"-
. oleh.. Jabatan fungsmnal dan tldak ada jabatan : :
T ; __‘strukturalnya : ' L
(5) Pembenan TPP ASN dldasarkan keiangkaan profem sebagali

benkut : R ' ' '

Soa dlbenkan kepada Pegawa1 yang melaksanakanr tugas .pada_
. knterla | ' '

B LR




1. keterampilan Yang dibutuhkan un.tuk pekerjaan khusus;
dan/ atau

2. kuahﬂkam Pegawal sangat Sedlklt/ hamplr tldak ada yang

blsa memenuh1 peketjaan dlmaksud

b dlbenkan TPP berdasarkan kelangkaan profesi kepada
o Pegawal ‘yang melaksanakan tugas pada _]abatan Pimpinan

tertmgg1 di Pemermtahan

g c. aloka31 TPP berdasarkan kelangkaan profe31 adalah rmmmal
' 0% (sepuluh persen) dan basic TPP;

"(6) Pertlmbangan obJektlf Iamnya sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) huruf f diberikan kepada Pegawa1 sepanjang d1amanatkan oleh
o 'ketentuan peraturan perundang—undangan dan dltetapkan
) dengan Peraturan Bupati tersendm i |
(7) Pegawa1 Aparatur Sipil Negara sebagalmana dlmaksud dalam '
. Pasal 2 ayat (2) terdiri dari: o
a PegaWai Négeri Sipil; |
b Calon Pegawai Negeri Slpll dan

C. Pegawa1 Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

BAB \'A | :
TAMBAHAN PENGI—IASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA
. KELANGKAAN PROFESI DAN KONDISI KERJA BAGI JABATAN |
| PIMPINAN ’I‘INGGI SEKRETARIS DAERAH DOKTER DOKTER GIGI,
. DOKTER SPESIALIS DAN SATUAN PCLISI PAMONG PRAJA

e Baglan Kesatu
- Tambahan Penghasﬂan Pegawai bag1 Jabatan P1mp1nan Tlnggl
' Sekretaris Daerah
Pasal 6
| (1) Tambahan Penghasilan Pegawal bag1 Jabatan lepman Tinggi
. . yang'. m_endudukl jabatan Sek_retan_s Daerah diberikan

~ berdasarkan kriteria beban kerja dan diberlkan _]uga tambahan

14



(2

_'pénghéls'ilari\ - befdaéafkaﬁ _ 'kr'i'te.i':ia kelangkaan profes1

' sebaga1mana terca.ntum dalam Pasal 5 ayat (1] huruf a dan huruf -

e . S

Besaran nor.mnal Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 dengan knterla

:i_:--beban ker_]a bag1 Jabatan Pimpinan . Tinggi yang menduduki.

EI;_ . jabatan Sekretans _ Daerah sebagannana tercantum dalam -

Lamplran ot yang merupakan baglan tldak terplsahkan dari

T peraturan bupan zm

£ Sekretans Daerah d1hent1kan apablla

" 3':R1nc1an besaran nommal Tambahan Penghasﬂan Pegawai kriteria |

_ . ='kelangkaan profeSI bag1 Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris -

L : | Daerah sebagmmana dunaksud dalam ayat (1) dltetapkan dengan
S Keputusan Bupat1 |

_"-:{'Pa“saIT |

Tambahan Penghasﬂan Pegawal bagl Jabatan lepman 'I‘1ngg1

: :a. .. melaksanakan cutl di luar tanggungan negara;
b cuu sakit leblh darl 1 (satu] bulan;

;i_c." 'sedang men_]alankan tugas belajar atau izin. belajar yang

) "5: '_.mengalqbatkan yang bersangkutan tidak dapat had1r beker_]a

- selama sebulan penuh

d. dlkenakan sankm adm1n1strat1f dan p1dana, sesuai dengan

'ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku, '

e. dlberhentlkan dengah hormat atau tidak dengan ‘hormat -
sebagai PNS; dan o

{. diberhentikan dari Jabatan Pimpinan T1ngg1 Sekretarls Daerah

' _sebagal akibat adanya mutasi dan rotasi Jabatan dan/ atau -

 telah mencapau batas waktu dalam Jabatan lepman nggl‘

S Sekretarls Daerah berdasarkan ketentuan pemndang—

S undangan

'Tambahan Penghasﬂan Pegawal bag1 Jabatan leplnan T1ngg1 |

_S_ek’retar_lrsr Daerah - dilakukan pemotongan apabila yang

15



bersangkutan tldak rnasuk kelja tanpa keterangan dan alasan_'- o

: .(1_)_-_Pegawa1 Negerl S1pll yang menduduk:l Jabatan P1mp1nan nggz_

: yang sah dltetapkan sebesar 3% (t1ga persen) per han

Pa'sa1'8' o

5 Sekretans Daerah Wa_]lb menyampalkan laporan pelaksanaan

. presensi- _pada_ mesin . ﬁng_erp__nnt serta _me_nanda_tangan;__. daftar -
:_.._'._".hadn' S _ A
@ B
B Bupat1 beserta daftar had1r yang sudah d1tandatangan1 menjadl o

B syarat dalam pencmran Tambahan Penghasﬂan

tugas seﬁap akhlr bulan: kepada Bupati dan ‘wajib melakukan -

Laporan capalan kme:]a se’uap bulan yang dlsampalkan kepada

b

|
v

BaglanKedua

S 2 Tambahan Penghasﬂan Pegawal bagl Dokter Dokter Glgl dan

o

SR | y program Wajlb 'kerja'_ _ddkter spesialis, di}ktéiﬁ -' ifesiden,i doki.:'e_r. dan )

Dokter Spes1al1s

Pasalg -

Tambahan Penghasilan bagi dokter  spesialis, dokter spesialis

e dokter gigi diberikan: 'berdasarkan pértimbangan ikel.an’gkeiari'.- _

- g_"__"'_profes1 dan t1dak diberikan tambahan penghasﬂan berdasarkan"

o knteria la1n sebagalmana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1] huruf'-:-' '

. ;': 5 (2)
| dalam Peraturan Bupau ini mehputl dokter spesmhs dokter dan: c
s dokter g1g1 yang berstatus PNS dan: CPNS. ' '

Ruang llngkup pembena_n tambahan penghasﬂan yang dlaturj_- o

'=':Set1ap dokter speszalls dokter spesmlls program wa_]lb kerja.';:- o

__;._dokter spe51ahs, dokter residen, dokter dan dokter gigi yang

| :'bertugas d1 Rumah Sak1t ‘Umum Daerah Rumah Saklt o

Pratama/Bergerak dan ‘Puskesmas Wa_ub tunduk dan patuh"

};"_;.Z terhadap pengawasan .dan pemblnaan yang dﬂakukan oleh S

1



-'_Dlrektur maupun Kepala Dmas Kesehatan Pengendahan i -

_ Penduduk dan Keluarga Berencana melalm Kepala Puskesrnas "
(4}
o "spe51ahs dokter dan dokter gigi yang bertugas di Rumah Saklt- o

Besaran nommal Tambaha_n Penghasﬂan Pegawal bag1 dokter'-

:: _._Umum Daerah Rumah Sakit Pratama/Bergerak dan Puskesmas'_._ ;

'3sebaga1mana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan o |

' bagian tldak terpisahkan dari Peraturan Bupat1 ini.

R1nc1an besaran nommal tambahan penghasﬂan bag1 dokter

| _;:_;--_spemahs dokter dan dokter gigi yang berstatus PNS dan CPNS_'._ _
| [ yang. bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Saklt . -
BEO Pratama/ Bergerak dan Puskesmas sebagaimana d1maksud dalam _' o
R ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
ECE

R1nc1an besaran nommal tambahan penghasﬂan bagl dokter;.

S :spe31al1s program . Wa_]lb kerja dokter spesmlls, dokter res1den, )

SREeE dokter dan dokter g1g1 yang berstatus Pegawal Tidak Tetap, Tenaga_ R

. . Kontrak Daerah dan dokter mtemsth ditetapkan dengan .

)

o Keputusan Bupat1

'Pasal 10

Tambahan pénghas_ilan ‘pada bulan yang bersangkutah _bagi._

“dokter spesialis, dokter dan dokter gigi akan dihentikan apabila: - |

a. sedang rnenja.larii cuti sakit di atas 1 (satu) buian'

b, cuti melahlrkan anak ke-4 atau lebih, cuti alasan pentmg, dan

‘cuti di luar tanggungan negara;

R o tldak hadir ker_}a selama 4 (empat) hari berturut-turut tanpa

keterangan yang sah dalam 1 (satu) bulan

o '; d. .sedang menjalankan tugas belajar atau 1zin bélajar yang

B mengaklbatkan yang bersangkutan tldak dapat had1r bekerja o

'.selama sebulan penuh

e. dlkenakan sanks1 administratif dan pldana sesua1 dengan,

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau .

17



(2)

LR e : ';1zm menmggalkan tugas secara tertuhs untuk keperluan S

Cf sebab sebab atau alasan alasan 1a1n menurut peraturan‘

perundang—-undangan yang berlaku

Tambahan penghasﬂan bag1 dokter spesmhs, dokter dan dokter'__'._: '

L 'g1g1, dllakukan pemotongan apabﬂa yang bersangkutan

A .--t1dak masuk kelj]a karena saklt tanpa Surat Keterangan :i:__ :

- -:Dokter dan tldak meiakukan tugas Jaga yang menjadp'_'.f S
__kewaﬁbannya d1 luar Jam ker_]a dmas yang telah dltetapkan_-_" . s

T dlpotong sebesar 3% (tlga persen) per harl

b _t1dak masuk keI]a tanpa keterangan yang sah dlpotong = e

. "sebesar 5% (hma persen) per han, dan

S '-_::pnbadl d1potong sebesar 2% (dua persen) perhan

(1)

© Rumah Saklt Umum Daerah wajib menyampeukan laporan

e melakukan presensn pada mesin ﬁngerpnnt serta menandatangani---‘_;. o
o -’daftar hadlr | e T

Setlap dokter spesmhs, dokter dan dokter g1g1 yang bertugas di .

; -pelaksanaan tugas setlap akhir bulan kepada Direktur dan wajib L "

_:Set1ap dokter spe31al1s, dokter dan dokter gigi yang bertugas d1"-'-_5_'_ _ o

_'Rumah Saklt Pratama/ Bergerak dan_ Puskesmas Wa_]lb -

e '_;Efmenyampalkan laporan pelaksanaan tugas set1ap akhlr bulan L

kepada _' Dlrektur dan Kepala Pu_skesmas serta wa_|1b

i :_. ’ penghasﬂan |

| menandatangam daftar hadlr

N L
LR 3kepada Direktur dan Kepala Puskesmas beserta daftar hadiryang .-~

Laporan pelaksanaan tugas setlap akhlr bulan yang dISMpalk an L

:_.f. :sudah d1tandatangan1 menjadl syarat dalam pencalran tambahan_ -

B



Baglan Ketlga S L

- Tambahan Penghasﬂan Pegawal Satuan Poh51 Pamong PraJa

(1)
_berdasarkan kntena beban kerja dan dlberlkan tambahan

"--penghasﬂar.l berdasarkan kntena kondisi . kerja sebagalmanar

-;__jPasal 12

Tambahan Penghasﬂan bag1 Satuan Pohs1 Pamong Praja dlbenkan

= terCantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

" 'Pamong PraJa dlbayarkan berdasarkan indikator kehadiran pada

- @)

)

- jadwal patroli yang sudah ditetapkan.

Tambahan penghasﬂan kriteria kOI’ldlSl kelja pada Satuan P01131 ‘

I
Besaran nominal tambahan penghasilan bagi Satuan Polisi -

Pamong Praja kriteria koridisi kerja ‘sebagaimana tercantum

- dalam Lamp1ran IV yang mempakan bag1an tidak terplsahkan -

~dari Peraturan Bupat1 ini.

R1nc1an besaran: nommal tambahan penghasﬂan bag1 Satuan

" Polisi Pamong Pra_]a sebagmmana dlmaksud dalam ayat (2),

3 : dltetapkan dengan Keputusan Bupa‘u

-Pembenan tambahan penghasﬂan kriteria kond1s1 kerja hanya
dlbayarkan selama Pegawai Negen Sipil bersangkutan bertugas

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

) Pasai 13

_.Anggota Satuan Polls1 Pamong Praja yang tldak menjalankan

AR i'Eugas patroli tanpa keterangan yang sah sesuai dengan jadwal

--‘Yang sudah d1tentukan ~dikenakan pemotongan tambahan '

- _ penghasﬂan krltena kOl'ldlSl kexja sebesar 2,5 % [dua koma hma

o 'persen) per keglatan patroll

Ketentuan : perhltungan pemotongan perorleharii tambahan

_' _penghasﬂan pegawal berdasarkan kriteria ' kondisi| kerja bagi

N _' -_Satuan P01131 Pamong Praja sebagalmana tercantum dalam




Peraturan Bupau m1

- Pasal 14

Lamplran 'V yang merupakan baglan tldak terp1sahkan dan_; AR

o "Syai"éit' 'pe'ncéu'ran. tambahan ‘pengha'silran bagi anggota S'atiié.;i Pbliéi S

: _.;_._;dllengkapl dengan _ : .
a laporan keglatan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertlban Umumﬂf L
SE pada bulan beljalan, . '

. ;"'-'b laporan pengamanan pada bulan bexjalan

: : c rekapltula31 laporan gangguan keamanan dan keternban umum'

pada bulan beljalan

\
\
\
\
!
1
\

L "_d rekap1tulas1 daftar kehad1ran

: BAB VI , |
DASAR PEMBERIAN PENILAIAN DAN PERHITUNGAN

'BEBAN KERJA |

Bagian Kesatu | 7
. Dasar Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai =

Pasal 15

|
dldasarkan kepada ?

o ber_]enjang, dan. _' L

- b surat permmtaan pembayaran 'I‘ambahan Penghasﬂan o
" ’Pegawal melalui. bendahara pengeluaran dari masmg—masmg

i-:--?Per.-alngkat Daerah sesual dengan prosedur yang berlaku

20 -

S ':Pamong Praja yang bertugas di 11ngkungan Kecamatan dan Kelurahan T

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA T

(1) Pembenan Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 kntena beban kerjaj " E

: :'_ a hasﬂ venf1ka31 klnerja dan dlSlplll‘l dan atasan langsung dan_" S PR



(2) Tambahan Penghasﬂan Pegawal krlterla beban kerja dlbenkan
berdasarkan Kelas Jabatan dan Pemangku J abatan sebagalmana
tercantum dalam Lamplran I yang rnerupakan baglan tidak

terplsahkan dari Peraturan Bupat1 ini.

| Baglan Kedua

Pemlalan Kmelja dan DlSlphn B

"".Pasa_l 16_': |

| N -'__(1) Untuk mendapatkan Tambahan Penghasﬂan Pegawau kriteria

beban ker_]a dﬂakukan melalm rnekanlsme pen1la1an kmerja dan
dlslphn R |

.":..(2) Pembaglan bobot pemla:lan kxnelja dan dlSlplm sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1) adalah
Colal 60% untuk kmelja, dan R

b 40% untuk d181p11n

S (3] Penllauan k:lnelja dan d1s1phn sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) terhadap PNS dan CPNS dllakukan oleh pejabat secara
beI]en}ang - B L _ : o

| L Pasél 1-7 )

'f (1) Pen11a1an k:lner_]a sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
dltentukan berdasarkan pada ana1131s _]abatan dan beban kel]a'

yang dltetapkan dalam bentuk kelas _]abatan. R

= _(2) Komponen pemlalan klner_]a antara Iam 2

o .kuantltas peketjaan yang d11akukan, s

| c :waktu penyelesalan dan/atau o - I

S blaya yang dlbumhkan

21



(5)

Komponen pemlalan klneI]a sebagalma_na dlmaksud pada ayat (2) N

dltuangkan dalam bentuk capaian Sasaran Ker_;a Pegawa1 Setlap

: bulan

-Laporan pencapalan kmerja setiap bulan dan absen31 kehad1ran' -
.dlsampalkan melalui ap11ka31 SIMJ ALIN o |

Pasal 18 '_j'-_ﬁ'

Pemla;an dlslphn sebagalmana dlmaksud dalam Pasai 16 ayat (1)'_

berdasarkan rekap1tu1a31 kehad1ran pegawa1 setlap bulan tahun ﬁ

| ber_] alan

i
SR ._.elektromk ya_ng dlsesualkan dengan kOl‘ldlSl Janngan 1nternet _
-- f.tanggung Jawab PNS dan CPNS dalam men_]alankan tugasnya_ o |

Indlkator penﬂman d1s1p11n menggunakan pera.ngkat daftar hadlr= =

:Komponen pemla.lan d131p11n berdasa.rkan waktu kelja dan f--

& antara lam
a. kehadlran dan ketepatan waktu tlba d1 tempat tugas / kantor,

a b ketepatan waktu pulang dari tempat tugas/ kantor, dan o

ketlda_khadlran di tempat tugas / kantor

; Ketentuan penggunaan daftar hadlr elektromk sebagaxmana
“ dimaksud pada ayat (2] akan dlatur 1eb1h lan_lut dalam Peraturan

N Bupatl tersenchn -

_Kehadlran sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dldasarkan

v .fkehadlran pegawaJ yang d1rekam pada perangkat absensu.:-_”.

_ elektronlk yang dllakukan pada hari kerja sebanyak 2 (dua) kall __

. _'yaltu pada saat masuk kerj}a dan pada saat pulang ke:j]a R

_. __'absenSl elektromk sebagalmana d1rnaksud dalam pasa.l 18 ayat'

| PaSal 19 o

Setlap PNS selam wapb melakukan rekam kehadlran berdasarkan -

."3(2), dlwajlbkan Juga mengisi daftar hadlr manual pada setlap

| _:j_pelaksanaan apel L SO
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(2] Kehadlran Pegawa1 sebagmmana dlmaksud pada pasal 18 ayat (5}

- ::: _ -_adalah pada saat masuk kelja, apel dan pada saat pulang kerja -

Bagian Ketiga

o ":f_ '::”: Pembenan dan Pengurangan Tambahan Penghasﬂan Pegawal

Pasal 20

Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

a.

. ngkungan Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu, o

e _2 diberikan kepada:

PNS yang mendudukl Jabatan lepman nggl, “Jabatan

_,'.:Pengawas, Jabatan ‘Administrasi dan Jabatan Fungswnal di

.;;PNS yang mengalami mutasi ke ngkungan Pemerlntah :

Kabupaten Kapuas Hulu dan menduduki Jabatan lepman_

i 'Tiﬁggi, Jabatan- Pengawas, Jabatan Administrasi dan Jabatan

"-_ﬁ-penghasﬂan berdasarkan kriteria beban kelja sebesar Rp S

| dlsetarakan kelas _]abatan yang sudah dltetapkan

o Fungsmnal Tambahan Penghasilan Pegawai d1bayarkan terhitung
o sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas ‘ S _ i

.. CPNS yang dltetapkan berdasarkan Surat Penntah Melaksanakan F
- Tugas d1 ngkungan Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu ' '

PNS yang dlpekerjakan dari instansi vertikal yang mendudukl
" Jabatan = Pimpinan - Tinggi, Jabatan Pengawas, Jabatan :
. Administrasi dan ‘Jabatan = Fungsional, besaran iTa':nba'\han'
-':' 'Penghasﬂan Pegawal dlsesueukan dengan kelas jabatan yang telah - - |
. | ditetapkan di ngkungan Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu

.. PNS yang dlpekeljakan/dlperbantukan dari instansi . lain

:Pegawal Pemermtah Dengan Peqanjlan Kerja dlbenkan ta_mbahan

f"_'-:_j : .-_'500 000,- (hma ratus ribu ruplah) dlpotong pajak

- 23



(L}

(1)

Pasal 21

Pembenan dan pengurangan Tambahan Penghasﬂan Pegawai

dﬂakukan dengan memperhltungkan 1aporan kmelja pegawai dan

- kedlslphnan

@

B : :(l3)

Tambahan Penghasﬂan Pegawal dlberlkan kepada PNS dan CPNS
yang bekerja di ngkungan Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu

“setiap bulan setelah dlpotong PaJak Penghasﬂan Pasal 21 sesuai

dengan Jenjang kepangkatan.

Pemotongan Pa_]ak Penghasﬂan Pasal 21 sebagalmana dimaksud

' dalam ayat (2) dengan rincian sebaga1 berikut:

(1)
: kepada

' b PNS Golongan I sebesar 5%; dan. o

a. PNS Golongan I dan Golongan iI tldak dlkenakan pemotongan
|

C.:; . _PNS _Golongan_ IV sebesar 15%.
Pasal 22

Pengurangan Tambahan Penghasﬂan Pegawai dlberlakukan

' _ai; PNS dan CPNS yang tidak membuat laporan kmer_]a pegawal

. b. PNS dan CPNS yang tldak masuk ker]a tanpa keterangan dan

. alasan yang sah

€. PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja;

- d. PNS dan CPNS yang pulang cepat dan jam pulang yang sudah

@

dltentukan, dan

i e "PNS dan CPNS yang tldak menglkutl apel pag1 setlap hari

| Semn dan upacara pada hari kerja dlkenakan pengurangan _

g L Tambahan Penghasilan Pegawa1 sebesar 2% (dua persen) dar1

o pemlalan disiplin kerja.

Pengurangan_ Tambahan Penghasila_n Pegawai sebagaimana

di'mak'su_d pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk perSentése (%%). .

04



3

Dalam'l hal pegawai tidak me:ngikuti’ Apel péda Se_n_iﬁ pagi dan

upacara pada hari 'kerja ka_rena alasan yang S_ah tidak dikenakan

__pengurangan Tambahan Penghasilan__ Pegawai dengan

")

. 'melamplrkan dokumen pendulcung

Pasal 23

Pegawai yangtidak_masuk kerja ka:éné sakit samp:ln dengan 2

' (dua] hari dapat membuat surat keterangan sakit yaﬁg diketahui

: oleh Pimpinan Unit Kerja dan tidak dlkenakan pengurangan

o Tambahan Penghasﬂan Pegawal

@

(3)

Pegawa1 yang tidak masuk kerja karena saklt lebih dan 2 (dua) -

hari wajib melamp1rkan . surat keterangan sakit dari -
Puskesmas/ dokter o ' '

Pegawa1 yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa

keterangan yang sah tldak dlbayarkan Tarnbahan Penghasﬂan

_Pegawa1 |

Persentase péngurangan ‘Tambahan .'Pén'gh:aiSi'lan Pegawai

(1)

'Kela:.sj Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang

(2)

sebagmmana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

‘bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24
Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berda’sarkan

merupakan bagian tidak terpisahkan' daﬁ Pératuran Bupati ini.

Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawa_l d1h1tung secara

.0 kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan pahng banyak sebesar 100%

(3)

(seratus persen).

Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (:iikernbalikan -

. pada kas daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas _?Hulu"sesuai

iy deng&iﬁ ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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- ;:....(1)

L ;._yang menyebabkan tldak melakukan absen31 pada jam masuk

"_::.P.’as'al-'zs SR

PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedmasan d1 luar kantor

| i atau _]am pulang udak dlkenakan pemotongan Tarnbahan L

- d dlbukukan dengan surat tugas dan wa_pb membuat laporan o

B

terlambat hachr dengan format sebagaunana tercantum dalam’ BN

e Peraturan Bupatl ini. © -

Penghasﬂan Pegawal

Tugas kedmasan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) harus .

= penugasan sebaga1 penggantl Iaporan klnerja pegawa1

Pegawal yang terlambat hadir agar membuat Surat keterangan_

S Lamplran VI yang rnerupakan baglan udak terplsahkan dari

-Pegawal yang memnggalkan ternpat tugas / pulang sebelum waktu o

SO - agar membuat surat keterangan pulang cepat dengan format_'-

s i-i"sebagalmana tercantum dala.m Lamplran Vi yang merupakan_' R

L baglan tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Pelaksanaan mput terhadap hasﬂ pengukuran klnelja dan dls1p11n

' dllakukan oleh pegawal yang dltunJuk pada masmg-masmg

S e perangkat daerah sebaga.l operator aphkasa SIMJ ALIN dan absensn s

) @)

Pegawal yang dltun_]uk sebagau operator apllka31 SIMJALIN dan

absensi- elektromk dapat dlberlkan honoranum sesua1 dengan

L '_:kemampuan keuangan masmg-masmg perangkat daerah

PNS. yang men_]alam cutl tahunan cut1 melahlrkan dan cutl_"_"f'
karena alasan pentmg, pelatlhan dan cuti sak1t tetap dlbayarka_n

;Tambahan Penghasﬂan Pegawal pada komponen dlSlplll’l_-.i i

S Sedangkan elemen kmeI]a yang bersangkutan d1perh1tungkan:': |

- sesuai han ker_]a

@

Pelatlhan sebagalmana dlrnaksud daiam ayat (3) | dibuktikan

S -: dengan surat penawaran dan / atau penugasan 1kut serta dalam' o
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- fpelatlhan dan Wa_]lb membuat 1ap0ran pelaksanaan pelatlhan

‘sebagai penggantl laporan klnelja pegawa1

" Pasal 27

Péfgawéi' Negeﬁ 'Sibil yang ber.s't'étus' Wajib LHKPN  yang tldak

menyampa1kan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri paling

L lambat 3 (tiga) bulan setelah terhltung mulai tanggal pelantikan

o -Zdlbenkan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasdan;

L Pegawal sebesar 15% pada bulan berlkufn}fa dan dijatuhi -

'.hukuman dls1p11n tlngkat berat sesuai dengan ketentuan

| __.dengan ketentuan S . |

'f"_'-':-perunda.ng undangan L

Tambaha_n Penghasﬂan Pegawai dikenakan pemotongan dari

Jumlah yang dlternna untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan

1% dlbayar oleh pegawal penerima, Tambahan Penghasﬂan‘

Pegawal

" b 4% dlbayar oleh Pemermtah Daerah

‘Bagian Keempat

- Pengecualian Penerima Tambahan Penghasilan Pegawati

Pasal 28

: P‘enerlma Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 berdasarkan kntena beban 7
kerja bagi PNS dan CPNS dikecualikan bagi: ‘

a.

PNS Dokter Spesialis, Dokter Umum PNS dan CPNS serta Dokter
G1g1 PN S dan CPNS di ngkungan Pemermtah Kabupaten Kapuas .
Hulu,

”'PNS yang dltugaskan pada Sekretariat Kormm Permhhan Umum .

Kabupaten Kapuas Hulu;

'PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu yang. nyata—nyata tidak - mempunyai tugas / jabatan/

pekeljaan tertentu pada Perangkat Daerah;
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B _Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu;

i PNS dan CPNS yang dljatuhl hukuman dlSlplln tmgkat berat R

_"berupa pemberhentlan dengan hormat/tldak dengan hormat_ :

L '-:sebagal PNS

' €. PNS yang sedang mengajukan bandmg adrmmstratlf kepada s o

"Badan Perﬁmbangan Kepegawauan serta ‘udak d11z1nkan masuk

| '_l'-bekelja__ _dan_/_ata_u mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata_.i o . L
i Usaha Negara karena diberhentikan tidak dengan horinat sebagai =~

e PNS;

g _:.::: : £ “PNS yang menglkutl tugas bEIa_]aI' > .

g. _E“-PNS yang berstatus sebagal pegawa1 yang dlpekerjakan/ __: ': -

. "d1perbantukan dan/ atau - melakukan peﬂukaran dl' a:r.”

o h 3‘.PNS dan CPNS yang dlberhentlkan sementara yang berstatus- | L

_ftersangka terdakwa atau terpidana yang berada pada proses- '

= o penahanan dan/ atau kurungan karena tersangkut kasus p1da1‘1a L

- 1 L'PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang mendapat tun]angan'l”"

'-':;profe31 (ser’uﬁkasu/ tunjangan khusus/ tunjangan terpencﬂ) e o

dan/ atau tunjangan lamnya di luar gaji; °

L J :PNS yang’ sedang menjalam cut1 d1 luar tanggungan negara, ‘cuti j_ E

sakit lebih dari 3 (tiga) bulan; dan

| _ k PNS yang tanpa hak mamh menguasal aset milik pemenntah balk
- aset bergerak maupun tidak: bergerak yang belum d1kembal1kan

| kepada negara.

I
1
I
|
I
|
|
|

Pasal 29

" PNS yang dikenakan pe'mbefhentian sementara atau diberhentikan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dan humf h, apabila
b _'berdasarkan putusan pengadllan yang telah mempunyaJ kekuatan- '
- L hukum tetap (mkracht) atau berdasarkan - putusan Badan _' R
o -i.‘:_: Pertlmbangan Kepegawalan dinyatakan bahwa PNS yan'gu_-"
? '_ _-'bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasa_rkan proses'
penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti
- _:'sehmgga dlterbltkan Surat Permtah Penghen’uan Penyldlkan (SPS)'
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o baik oieh'? kepolisiaﬁ' maupun  kejaksaan, maka ’I‘ambahan L

- _-_Penghasﬂan Pegawa1 dlbayarkan pada bulan benkutnya setelah. o

' -_-dlterbltkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan/atau surat R

B

- keputusan pengaktlfan kembali sebagai PegawaI Negeri Slpﬂ

Pasal 30 |

Setlap Perangkat Daerah memper31apkan anggaramn untuk L

o . menun_]ang pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan

- Pegawai di Instanqumt Kerja masing-masing dalam rangka

penyediaari faSﬂjtas sarana dan prasarana dalam. mehunjaﬁg

kelancaran pelaksanaan pembenan Tambahan Penghasﬂan

Pegawaz o

@

@)

Pen ga_] uan pencalran ‘Tambahan Penghasilari Pegawa.;

dllaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dlsampalkan ke Badan . -

,Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pengajuan pencalran Tambahan- Penghasﬂan Pegawai

sebagalmana dimaksud pada ayat (2} yang d1sampa1kan berupa

. rekapltula31 laporan kinerja dan daftar kehad1ran pegawal

RO Pengawas Sekolah dan mengetahui Kepala Dinas Pendldlkan dan

Daftar keberadaan di tempat tugas bag1 guru dlsahkan oleh

" “Kebudayaan secara periodik sebagai bahan pengajuan pencauran

':_;:'Kapuas Hulu melalm Badan ‘Kepegawaian dan Pengembangan- S

Tambahan Penghasﬂan Pegawai. -

& Pasal 31

- Pengelolaén' dan pelaporan Tambahan Penghasilan Pegawai
. .merupakan tanggung_]awab masmg—masmg Perangkat Daerah

.'Setlap Perangkat Daerah wajib menyampalkan rekap1tu1a51 )

) laporan kmezja dan daftar kehadiran pegawal kepada Bupatl' o

o -._Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu setlap bulan:

e tahun berJalan sebagal bahan pengendahan dan pelaporan
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=

. BABVT
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN
- ' PENGHASILAN PEGAWAI

( ) Pemberlan Tambahan Penghasﬂan Pegawal akan dlberhenukan

i 3-'se1ama Jangka waktu tertentu apabﬁa

. a. cut1 d1 luar tanggungan negara, _

.b cutl besar atau '_

tugas belajar d1 dalam daerah maupun d1 lua_r daerah

Tambahan Penghasﬂan Pegawal yang telah’ d1berhent1ka.n selama

o Jangka waktu tertentu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) akan '

- __ dlbayar kembah terhltung mulai bulan benkutnya dengan

':'-;, a. berakhunya izin cut1 d1 luar tanggungan negara, j

A b berakhlrnya izin cuti besar atau’
S ':c berakhlrnya keglatan tugas bela]ar

s Pembayaran ’I‘ambahan Penghasﬂan PegawaJ dlberhen‘ukan dan 2
R :tldak d1bayar kembah apablla

‘ b. mutasi ke pernermtah.daerah kabupaten/kota atau provinsi

lain; -

~ . ¢. menjadi warga negara asing; = -

- d. pensiun' atau' '

e menlnggal dunia.

" Pemberhentlan pembayaran tambahan penghasﬂan bagl pegawa1 o
St " yang memasukl masa pensmn terh1tung mu1a1 tanggal yang'

' tercantum dalam Surat Keputusan pens1un pegawal yang"

bersangkutan. . . , : o
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_. o BAB vm |
" MEKANISME PEMBAYARAN.
TAMBAHAN PENGI—IASILAN PEGAWAI |

--'P'asal 33
. .(1] Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 dapat dilakukan

dengan mekamsme pembayaran Non Tunai.

S (2] Tarnbahan Penghasﬂan Pegawa1 d1perh1tungkan setiap bulan dan
| dlbayarkan pada bulan benkutnya kecuall pembayaran penode
bulan Desember tahun berjalan.
| (3] Penétaﬂsah'aan daLn pertanggunawaban Tambahan .Penghasilan
Pegawa1 dllaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Input Iaporan kinerja dan absensi periode Tambahan Penghasﬂan
Pegawai bulan Desember paling cepat tanggal 20 bulan berjalan.
- (5] Tambahan Pe'nghasﬂan Pegawai bulan Desember dibayarkan patla
- bulan berkenaan paling cepat tanggal 23 bulan Desember. '

BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI

| _Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

Rt ' E'__(l) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembmaan, :

pengawasan dan evalua31 pelaksanaan pembenan Tambahan
Penghasﬂan Pegawal sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang—undangan

.'_:_:._(2] Kepala Perangkat Daerah melakukan pembmaan kepada

L bawahannya dalam rangka membuat laporan pelaksanaan tugas



L _ PNS dan CPNS secara. berkala sehap bulannya d1 unit keljanya

' 'masmg-masmg

o __ Pasal 35 L

--Dalam pengelolaan data kehadlran pegawal, Perangkat Daerah

- berwenang

a ' menyusun rekap1tula31 kehad1ran dan laporan kmer}a pegawa1

- Daerah yang terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak <

setlap bulan;

. b. 'Kepala Perangkat Daerah bertanggung _]awab terhadap' -
o pengelolaan data - kehadlran pegawamya dan pemellharaan e

Lt alat/mesm daftar hadir elektromk serta aphkasmya -

@ o
N -ayat (1) dlsahkan oleh Kepala Perangkat Daerah disampalkan ke

SRt Lo 'Badan Keuangan dan Aset Daerah

_Daftar Rekap1tu1a31 Penenmaan sebagaJmana dlmaksud pada

: Baglan Kedua S c
Pengawasan dan Evalua81 .

Pejabat ':Peniliaii yang b'erdQSarkan_' hasil vet_iﬂka_isi Kepala Perangkat

o -sesuai dengan buktl kmer_]a pegawal dlbenkan sank31 berupa__

':'pemotongan Tambahan Penghasﬂan Pegawal sebesar 25% (dua - |

a ) -:_ _puluh lima persen) dan total Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 yang ..

o _-3'._d1ter1ma pada bulan tersebut

'":-pegawal kepada bawahannya,. d1ber1kan -_ sanks1 berupa

Pe_]abat Pemlal yang terbuktl tldak melakukan pen11a1an kmexja _

pemotongan Tambahan Penghasﬂan Pegawa.t sebesar 50% (hma"

- r'_puluh persen) dari total Tambahan Penghasﬂan Pegawa.l yang'

K "'_dltenma pada bulan tersebut

S



o ._(3] Perangkat Daerah yang 1a1a1 atau udak melaksanakan kewapban .

: :  dapat dltunda pembayan Tambahan Penghasﬂan Pegawal sarnpal S

dlselesalkannya kewa_]lban

- 4). Kewajlban sebagalmana dlmaksud dalam ayat | 3) ge’i)ért.i e

Rt menyampalkan laporan kmer;]a bulanan dan rekap absenm Yang- N
- Wajlb dlunggah pada aphka51 SIMJALIN.. o -

. - BABX .
PENYESUAIAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

'Pésal 37 e :
;'(1) Dalam hal kond131 keuangan daerah tldak memungkmkan a
| pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawal dlbayarkan sesual-f

dengan kemampuan daerah atau dlhentlkan

S '_'(2) Penghenhan pembayaran Ta_mbahan Penghasﬂan Pegawal Lo

sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan dengan .
Keputusan Bupa’u '
o (3) Pembayaran kemball Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 yang

b . dlhentlkan dltetapkan dengan Keputusan Bupatl._. s

. BABXI T
.~ KELAS JABATAN = |

- . 33

[ f:(l) Kelas Jabatan d1tetapkan dengan Peraturan Bupat1 tersendm‘ :

berdasarkan ketentuan peraturan perundang—undangan

(2] Apabﬂa Kelas Jabatan ‘sebagai aklbat perubahan orgamsas1

i : - orgamsas1 pada Perangkat Daerah / Umt Kerja dan /atau adanya

33
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penambahan/ perubahan Jabatan Struktural/ Fungsmnal/ : |
Pelaksana belum- selesal dlsusun/ dltetapkan oleh- Kementenan. _'
_ terkait, maka Kelas Jabatan yang dlgunakan' adalah ha31l"'
Evaluas1 Jabatan sebelumnya atau hasﬂ Evalua31 Jabatan yang )
| sudah dltetapkan oleh Kementenan Pendayagunaan Aparatur

' '_ Negara dan Reforma31 B1rokra31 Repubhk Indonesia.

(3) Jabatan Struktural/ Fungsmnal/ Pelaksana yang baru akibat
' perubahan Orgamsa31 Perangkat Daerah dan / atau. adanya
perubahan struktur” orgamsa31 pada Perangkat Daerah / Unit
Ker]a dan / atau adanya penambahan/ perubahan jabatan maka '
Kelas Jabatan dlsamakan dengan Kelas Jabatan setara/

S serumpun/ setmgkat 3 |
(4) Dalam hal terjadl pengangkatan pegawal dalam suatu Jabatan -

yang mengaklbatkan penurunan atau  kenaikan kelas Jabatan.
sesuau dengan peraturan perundang-undangan, ba1k dalam'
Perangkat Daerah yang sama maupun. pada Perangkat Daerah
lamnya maka penghltungan Tambahan Penghasﬂan Pegawal‘
dalam kelas _]abatan baru terhitung mulai tanggal dltetapkannya _
keputusan pengangkatan dalam jabatan dlmaksud ' |

(5) Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawai bag1 pejabat dalam

kelas 14 mengacu pada ketentuan Pejabat lepman T1ngg1

Pratama Inspektorat lebih t1ngg1 dari Pejabat Pimpinan T1ngg1j
Pratama Kepala Badan/ Kepala. Dmas/ Kepala Satuan dan
Sekretarls Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak 1eb1h B

S tmggl dar1 Pe_]abat P1mp1nan Tinggi Pratama A31sten

| BAB XII o
" KETENTUAN LAIN-LAIN -

o Pasalsg L

(1) Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawau set1ap bulan dmﬂal
‘berdasarkan produktivitas kerja dan d131p1m kerja dlkecuahkan

terhadap pegawai ya_ng mermhkl Jabatan tertentu dengan hari dan
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e

. Jam ker_]a khusus sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang—
. undangan g '

Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 : bagi_ | CPNS -

dlbayarkan terh1tung mulal tanggal Surat Perﬁyataan

_ Melaksanakan Tugas

Bag1 umt kerja dengan kOIldlSl

s a. . kesuhtan akses transportas.1,

B b.‘_; kesuhtan a.kses hstrlk

::_' ¢ kesuhtan akses mternet

- e _beradadl daerah terpencﬂ SR o !

N - :_ d. _kesuhtan akses komun1ka31 dan / atau .

|

i d1kecua11kan dan penggunaan " absensi _elekt:fronik dan
= i dlperbolehkan menggunakan absen31 manual | '
@

S pada ayat (3) Wa_11b dllakukan secara berkala dan d1sampa1kan .

Penyampalan laporan absens1 manual sebagannana dlmaksud'

5 kepada masmg—masmg p1mp1nan unit kerja sebagai kelengkapan

e adm_lnlstras; .pembay_aran_ Tambahan Penghasilan Pegawal.

Pasal 40

Pembayaran Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 bagi CPNS formas1

Jabatan Pelaksana dan CPNS Jabatan Fungsmnal dlbayarkan. _

sebesar 80% (delapan puluh persen) dan mlau Tambahan

' .Penghasﬁan Pegawai kelas Jabatannya sampa1 dengan terbltnya _'

'- 'keputusan pengangkatan menjadx PNS

-]

Dalam hal pegaweu yang mendudukl Calon Jabatan Fungsmnal

. dan. belum dlangkat dalam Jabatan Fungsmnal maka kelas

(3)

| . :_' _]abatan d1dasarkan pada kuahﬁkam pendldlkan pegawa1 yang
i bersangkutan dan d1sesua.1kan kembah setelah terb1tnya |

L keputu san pengangkatan dalam J abatan F‘ungsmnal

Dalam hal setelah terbltnya keputusan belum dltetapkan kelas

Jabatan dan/ atau tidak tersedlanya kotak/wadah jabatan pada -
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[T

i Péta:"jéiﬁatéh Tambahan Penghasilan' Pegawai" dibérikaﬁ sébeséf -

100% (seratus persen) dari nilai Tambahan Penghasﬂan Pegawal :

kelas jabatan sesual dengan kualifikasi pend1d1kan pegawai yang . : -

_ bersangkutan

4

Calon PPPK tidak dlbenkan tambahan penghasﬂan pegawai .

sampai dlangkat menjadi PPPK berdasarkan keputusan yang

g 'dltetapkan oleh pe_]abat pembma kepegawa_lan

(1)

®)

Pasal 41

Pit. atau Plh. d1benkan Tambahan Penghasﬂan Pegawa1 tambahan -
dengan ketentuan menjabat dalam jangka waktu palmg smgkat 1

(satu) bulan kalender. - : o

Ketentuan inehgenai Tambahan Penghasilan Pegawai tambahan, |

yaitu: ' - ‘

a. pejabat atasan Iangsung atau atasan tldak 1angsung yang
o merangkap sebagal Pit. atau Plh. menerima’ ' Tambahan
Penghasﬂan Pegawm ditambah 20% (dua puluh persen) dari
Tambahan Penghasﬂan Pegawai dalam _]abatan sebagal Plt -
; atau Plh pada Jabatan yang dlrangkapnya, '

" b. pejabat,setmgkatyang merangkap PIt. atau Plh. jabatan lain

menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi,

" ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan
| | Pegawal yang lebih rendah pada Jabatan deﬁnmf atau Jabatan

' yang d1rangkapnya, o

e pejabat' satu tingkat di bawah pejabat deﬁnitif ' j*ang

berhalangan ‘tetap = atau berhalangan sementara yang E

o merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Ta.mbahan S

o f..Penghasﬂan Pegawai pada jabatan yang tertinggi;

d. Tambahan Pengh_asﬂan Pegawa1 tambahan bagi pegawai yang

: merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai
 ;3_ tanggal menjabat sebagai PIt. dan Plh; dan | N g

K _é’,.;-Pembayaran tambaha_n penghasﬂan bagi Pegawal yang_" g

o rnerangkap sebagal Plt. atau Plh. antar 1nstans1 dlbayarkan :
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o atawPm. |

o oleh mstan51 tempat pegawa1 tersebut menjabat sebaga1 Plt

}

n | BAB XTI
- KETENTUAN PENUTUP

-Pasal 42

) Pada saat Peraturan Bupa‘a ini mulal berlaku maka: _

Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 tentang

‘ Pemberlan Tambahan Penghasﬂan Bagi Dokter Spema.hs Dokter

Dan Dokter - Gigi Dalam ngkungan Pernenntah Kabupaten

' Kapuas Hulu (Benta Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ’I‘ahun 20 16
" Nomor 40);

|
L
|

. Peraturan'Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2617 tentang
~ Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang

. Pemberian Tambahan Penghasﬂan Bagi Dokter Spesw.hs Dokter

Dan Dokter - Gigi Dalam. Llngkungan Pemerintah Kabupaten

n ._Kapuas Hulu (Berlta Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017

' Nomor 45)

" Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Tunjangan Khusus Satuan -Polisi Pamong Pra]a Kabupaten
Kapuas Hulu {Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019

Nomor 5); , ' L

";Peraturan Bupau Kapuas Hulu Nomor 115 Tahun 2020 tentang _

’_Pembenan Tambahan Penghasilan Pegawa,t Negerl Slpll dan Calon _
Pegawa1 Negeri Sipil di L1ngkungan Pemermtah Kabupaten
- _-: Kapuas Hulu (Benta Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020
N Nomor 115), ' '

-':Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2021 tentang

f_gPerubahan Atas Peraturan Bupatl Kapuas Hulu Nomor'115 Tahun'

| ;_2020 tentang Pemberlan 'I‘ambahan Penghasilan Pegawa1 Negeri

| Slpll dan CalOn Pegawal Negen Slpﬂ d1 ngkungan Pernenntah



:-"?Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
’I‘ahun 202 1 Nomor 30);

: . :'_:-:-ﬁdlcabut dan dmyatakan tldak berlaku.

- Pasal 43

Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setlap orang mengetahumya, memerlntahkan pengundangan
Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalarn Benta Daerah
Kabupaten Ka.puas Hulu. - o '

Dltetapkan di Putuss1bau
| pada tanggal 3 JGWG" 2022

Dmndangkan d1 Putuss.nbau |
pada tangga] 4 :_)Ohu ari 202 z

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 5




. LAMPIRAN | SERETREN
' PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU -
' NOMOR B TAHUN 2022 S

TENTANG o
. PEMBERIAN = TAMBAHAN'
' PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR

SIPIL. NEGARA ' DI. LINGKUNGAN = = = .
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, .- - |

o .HULU

TABEL KELAS JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN SERTA

“ BESARAN NOMINAL PEROLEHAN TAMBAHAN PENGHASILAN -
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA DI’ LINGKUNGAN e

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU L

KELAS

JABATAN

" PEMANGKU JABATAN | NOMINAL. )

SEKRETARIS DAERAH. . | Rp6.428.000,-

" | PRATAMA ASISTEN.

| [PEJABAT PIMPINAN TINGGI Rp6 266.000,
 [KEPALA _ DINAS,  KEPALA | Rp3. 766. 000,
- |BADAN, KEPALA SATUAN DaN| ~
- |SEKRETARIS = ~DEWAN|
| PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

PEJABAT. PIMPINAN - TINGGI Rp6_;366_.000,-.' __

PRATAMA INSPEKTUR. .

| PEJABAT PIMPINAN TINGGI | Rp3.683.000,- |
/| PRATAMA STAF AHLI. R I

120

KEPALA __ BAGIAN - PADA | Rp3.409.000,- .

SEKRETARIAT =~ DAERAH, |
CAMAT, : - .SEKRETARIS

| INSPEKTORAT, ~ SEKRETARIS |

DINAS, SEKRETARIS BADAN,

.| SEKRETARIS SATUAN ~DAN|.

" | PEJABAT PENGADAAN ‘BARANG |

DAN JASA AHLI MADYA

ENYE

| KEPALA BIDANG  DINAS/ |’
| BADAN/ KANTOR, INSPEKTUR

L JENJANG AHLI MADYA

TREPALA BAGIAN SEKRETARIAT 'Rp3.01_7.000,-____'

‘DEWAN PERWAKILAN RAKYAT| .
DAERAH, SEKRETARIS CAMAT,

PEMBANTU DAN “PEJABAT |
FUNGSIONAL TERTENTU .

39 }l



http://Rp6.428.000,-
http://Rp6.366.000,-
http://Rp6.266.000,-
http://Rp3.766.000,-
http://Rp3.683.000,-
http://Rp3.409.000,-
http://Rp3.017.000,-

3

4

| PEJABAT _

" | TERTENTU DENGAN JABATAN
DOKTER AHLI.

- | PEJABAT PENGADAAN BARANG T

.| DAN JASA AHLI'MUDA. - A

FUNGSIONAL

"MUDA  DAN |-

Rp2.871.000,-

"~ [JABATAN PENGAWAS, LURAH

" | DAN JABATAN FUNGSIONAL|
TERTENTU JENJANG AHLI |

MUDA. =~ :

Rp2.753.000,-

jJABATAN
| LINGKUNGAN'
| KELURAHAN,

' KANTOR

FUNGSIONAL - - TERTENTU

PENGAWAS DI

Rp2.536.000,-
CJABATAN |

- |JENJANG AHLI PERTAMA DAN o
| PENYELIA,

-TERTEN’I‘U B
.PELAKSANA LANJ UTAN

| PENGAWAS, | PENATA ANALIS
| PENYUSUN, .
PERANCANG BENDAHARA DAN|. =

o FUNGSIONAL
- JENJANG | -

PENELAAH,

PEJABAT

Rp2.275.000,- |

| VERIFIKATOR,
. | PRANATA = DAN

- | JENJANG PELAKSANA.

PENGELOLA

FUNGSIONAL - TERTENTU

- JABATAN |-

sz-.oze_.ooo,-' ‘

~ | PEMELIHARA, -

J ABATAN

- | PENGADMINISTRASI, PRANATA i
PENGEMUDI" MQBIL PEMADAM

KEBAKARAN, OPERATOR,

PELATIH, -

Rp1.966.000,-

KOMANDAN,‘ .
TEKNISI "DANY. .
~ FUNGSIONAL| =
TERTENTU JENJANG PEMULA.: |

PENGEMUDI AMBULANS

Rp1.840.000,-

TPENGEMUDL,
| KEAMANAN, BINATU

PUNGUT . - B ;)AN PENAGIH

- RETRIBUSI

PETUGAS_
JURU

Rpl.689.000,~ -

| TIDAK ADA _JABATAN YANG

TERSEDIA

[Rp11395.000,

. | BHAKTL

PRAMU  KEBERSIHAN,
PRAMUSAJI  DAN -

PRAMU

Rp1,105.000,-



http://Rp2.753.000,-
http://Rp2.275.000,-
http://Rp2.026.000,-

- -LAMPIRAN 11 |
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
‘NOMOR 5 ' TAHUN 2022
-~ TENTANG |
.~ /PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
~ SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
- PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
~ HULU '

. TABEL PERSENTASE PEROLEHAN DAN PEMOTONGAN
' ’I‘AMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KOMPONEN

o 190 menit;

 PENILAIAN JENIS PENILAIAN PERSENTASE
1 D | e
Nilai SKP 90 Ke atas 100%
Nilai SKP 70s.d. 89,99 =~ = | = 90%
Nilai SKP 50 5.d. 69,99 - 80%
| Kinerja60%) | NilaiSKP30sd.4999 | 70%
| |NiaiSKP108d.2999 |  60%
Nilai SKP 0,99 5.d. 9,99 50%
“Tidak membuat laporan SKP | 0% "
bulanan
Tidak masuk kerja tanpa - 30
keterangan dan alasan yang sah - | 270
. | Terlambat masuk/ udak absen < ‘2o
- 0,5%
-+ 30 menit _ :
_ | Terlambat masuk/tidak absen >
130 menit. sampa1 dengan £ 60 1%
ol oo | menit |
NS g Disiplin (40%) | Terlambat masuk/tidak absen 2 o
e - 60 menit sampal dengan < 90 : 1,25%
. | menit !
e Terlambat masuk/ tidak absen 2 '1; 59,

a1




- ._2 :

o _Pulang sebelum waktunya/ tldak

- absen < 30 menit

0,5%

b ‘. : Pulang sebelum Waktunya/ tidak
.+ l'absen 2'30 menit sampaz denga.n
| =60 menit; -

_ .-10&"

Pulang sebelum waktunya/ndak ST
- 1,25%

absen 2 60 memt sampa1 dengan

B 290 menit;

. | Pulang sebelum waktunys a/ tidale | 155%

. {absen 2 90 menit




- __LAMPIRANIII D 3
- PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU.
" NOMOR § “TAHUN 2022 |
. TENTANG -~ = o
- PEMBERIAN =~ TAMBAHAN -
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
' SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

- PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

- HULU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN |
- KRITERIA KELANGKAAN PROFESI BAGI SEKRETARIS DAERAH,

- . DOKTER SPESIALIS, DOKTER DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN |

_ PEMERINTAH ' KABUPATEN KAPUAS HULU

| No.  JABATAN  NOMINAL
1 T 3
‘1 | SEKRETARIS DAERAH. Rp5.252.000,-
1 | DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT Rp35.000.000,-
| BERGERAK. a .
2 | DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT | Rp30.000.000,-
| UMUM DAERAH. B R
3 | DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS | Rp5.000.000,-
DAN CPNS RUMAH SAKIT UMUM |
4 DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS | Rp4.000.000,-
| DAN CPNS PUSKESMAS KECUALI -
| PUSKESMAS PURING KENCANA. B
' 5° | DOKTER DAN DOKTER GIGI PNS | Rp6.000.000,-
| DAN CPNS PUSKESMAS PURING ST
| KENCANA. K



http://Rp5.252.000,-
http://Rp35.000.000,-
http://Rp30.000.000,-
http://Rp5.000.000,-
http://Rp4.000.000,-
http://Rp6.000.000,-

:g_LAMPIRAN v |
' 'PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
~ 'NOMOR 5. TAHUN 2022 -
TENTANG -
" "PEMBERIAN -~ TAMBAHAN
. 'PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
_..%.  PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
'HULU

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN |
' KRITERIA KONDISI KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"No'.__ _JABATAN_. :_'-_3 | KELAS NOMINAL
e L JABATAN 3

'i-2:"3. o 3 4

L ad .

.| 1 |KEPALASATUAN ~ | 14  |Rp2.200.000,-

|sEkrETARIS | 12 |Rp2.000.000,-

| KEPALA BIDANG GOL.IV - 11 |Rp1.900.000,-

|KEPALABIDANG GOLMI ~ | 11 |Rp1.900.000,-

01 slwlol

'KEPALASEKSI/KEPALA 9 {Rp1.700.000,-
| SUBBAGIAN - o . -

| STAF GOLONGAN'._HI“"“_' | 7 |Rpl.600.000,-

| 7 |staFcoLoncaNn 3/5/6 | Rpl.300.000,-

1’8 | KEPALA SEKSI - 8/9 | Rp600.000,-
|- | KETENTERAMAN DAN =~ | ' | |
+. | KETERTIBAN UMUM DI

| LINGKUNGAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN. |

| 9 |STAFGOLONGANIIDI | 7  |Rp500.000,
| LINGKUNGAN KECAMATAN | AP
| DAN KELURAHAN

10 | STAF GOLONGAN 1i DI  3/5/6 | Rpa00.000,-
| LINGKUNGAN KECAMATAN | -
‘| DAN KELURAHAN .



http://Rp2.200.000,-
http://Rp2.000.000,-

 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

=~ NOMOR 5 - TAHUN 2022 |
TENTANG
PEMBERIAN =~ TAMBAHAN -
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL. NEGARA DI = LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
HULU

PERHITUN GAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

- PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA KONDISI KERJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

'Rurnus 'pemotongan Perolehan Tambahan Penghasilan Satuan Polisi
Pamong Praja adalah sebagai berikut:

TPPKK = indeks — (indeks x [ TMK x 2,5%]) -

~ Keterangan:

TPPKK : Tambahan Penghasil.an Kriteria Kondisi Kerja.
indeks : besaran nominal asal yang diterima pegawai.

. YTMK : jumlah ketidakhadiran patroli sesuai jadwal yang sudah
- : ditentukan tanpa keterangan yang sah selama 1 bulan.

' Cbntdh: _ '
% A adalah anggota SatpolPP golongan 1l pada bulan Januari 2022
selama jadwal patroli rutin ternyata tidak mengikuti kegiatan
tersebut tanpa keterangan yang sah sebanyak 4 hari. Dengan
- demikian perolehan TPP kondisi kerja yang bersangkutan adalah:
TPPKK = Rp1.600.000—(Rp1.600.000 x [4 x 2,5%])
: Rp1.600.000 - (Rp1.600.000 x 10%)
Rpl1.600.000 - Rp160.000
Rpl1.440.000,-

45



LAMPIRANVI S .
" PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
- NOMOR 5. TAHUN2022 -

. TENTANG = . e
 PEMBERIAN' ~~ °~ TAMBAHAN

- 'PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
. SIPIL. NEGARA DI LINGKUNGAN
.~ PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS_ g

-' F ORMAT SURAT KETERANGAN TERLAMBAT MASUK / HADIR

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HU LU
' o IIAMA PERANGKAT DAERAI-I
R Alamat -
- Telp. ........ Fax ....... '

SURAT KETER.ANGAN TERLAMBAT HADIR

Yangbcrtanda tangand1 bawah 1n1 - : e

-~ NIP -
.- Jabatan .- .
i Umt Kerja :

: dengan ini menerangkan bahwa Pegawal

}.oNip:

' _Nama
if-.Jabata.n L |
|+ Unit Ker_la ) : ‘
: Teris.mbat hadn‘ d1 temp S - : ‘.
o jat tugas tanpa alasan yang sah/dengan aiasan )* ..... pada hari.........

1 tanggal ....... .. selama....... memt -

3 Dermkxan Surat Keterangan ini dibuat dengan scbenar—benam;,ra untuk dlketahux dan
1 ._dlpergunakan sebagmmana mestmya Cd

T . _ Putussibau,......; .............
' '__chaw_ai yanlg bérsangkutan, o - Atasan langsung

" Tembusan disampaikan kepada Yth : ° : - ‘ 5
- 1.Kepala Badan/Dmas ........................ S : . '

1 2. 8eKretariS. .. i S,

3 Kepala Btdang S N PP ,

46"




3 '“--LAMPIRAN VIl S
~ - PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
- NOMOR 5 TAHUN2022 |
~_TENTANG = | ST
' PEMBERIAN " . TAMBAHAN

- PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR

'SIPIL. - NEGARA . DI LINGKUNGAN -

. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS o

B ‘HULU

F ORMAT SURAT KET ERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU

 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
~ NAMAPERANGKAT DAERAH

S L _ Telp ..... ... Fax. ... L
. SURAT KETERANGAN PULANG SEBELUM WAKTU

::__5 ':_'Yang bcrtanda tangan dl bawah ini: T
S ama. o onnoo T TS L DT

- Jabatan

. Unit Kerja - : :
SR dengan ini menerangkan bahwa chawm
o NIP-

‘. Jabatan .
* - Unit Kerja,

.. Pulang sebelum waktu, dan tcmpat tugas pada pukul .......... WwiB han
= tanggal ....... g . T

1B -:Demlkian Surat Keterangan ini dlbuat dengan sebcnar—benamya untuk dxketahm
T dan dxpergunakan sebaga;mana mestmya R :

) T T R IRt R AP =;'Pufussiba11:; ...... PRI
. ’-._-.Pegawa_iyang-bersangkutan, 4. 7. ... .. Atasan langsung -

- -"fi.; _Tembusan dlsampaikan kepada Yth T

“1.Kepala Badan/Dinas..........ieeeeees eane o
<2, Sekretaris......;eienes [P SRARS ' ..._..-; T
3 Kepala Bxda.ng......_..' .............. enmrainente s




